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KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PASCA DIBERLAKUKAN UU NOMOR 28 
TAHUN 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR 
Local Tax Contribution Post Enforced  Law No. 28 of 2009 to the Original 
Income of Makassar 
 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebelum dan setelah berlakunya UU Nomor 28 
Tahun 2009. Selain itu juga untuk mengetahui  kontribusi masing-masing jenis pajak 
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2009 – 2013. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa  rincian pajak mengalami penurunan 
setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 di Kota Makassar. Tetapi, secara 
prosentase masing-masing jenis pajak sebelum penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 
mencapai 67,50% dan menurun pada tahun 2010 menjadi 63,55% dari total PAD, setelah 
penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 total prosentase penerimaan pajak daerah terus 
menunjukkan peningkatan menjadi 76,93 % dan di tahun 2012 meningkat 80,10% 
dibandingkan sebelumnya.  Pada tahun 2013 ada 11 jenis pajak yang dipungut dan 
prosentase pajak daerah terhadap PAD menjadi 83,52%. 
 
Kata kunci : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kontribusi 
 
This study aims to determine the contribution of local tax revenue to revenue 
Makassar before and after the enactment of Law No. 28 of 2009. It is also to 
determine the contribution of each type of local taxes to region own source 
revenue Makassar on years 2009-2013. The results showed that there are some 
details of the tax has decreased after the enactment of Law No. 28 of 2009 in the 
city of Makassar. But, as a percentage of each type of tax before the application 
of Law No. 28 of 2009 reached 67.50% and decreased in 2010 to 63.55% of total 
revenue, after the implementation of Law No. 28 of 2009 the total percentage of 
local tax revenue continues to show improvement became 76.93% and in 2012 
increased by 80.10% than before. In 2013 there were 11 types of taxes collected 
and the percentage of local tax revenue to be 83.52%.  
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1.1 Latar Belakang 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah 
provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelengga- raan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, pembebanan kepada masyarakat 
yang sifatnya dapat dipaksakan harus diatur dengan undang-undang. 
Pengaturan mengenai pungutan daerah diatur dengan undang-undang pajak 
daerah dan retribusi daerah. Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah 
yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 
merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak 
daerah dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan 
Peraturan Daerah (Perda). 
Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain. 
1) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari open-list system 
menjadi closed-list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list 





usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta 
meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi.  
2) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang 
perpajakan dan retribusi daerah (penguatan local taxing power).  
3)  Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui 
kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih ideal 
dan kebijakan (earmarking) untuk jenis pajak daerah tertentu. Setiap jenis 
pajak provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota sesuai komposisi yang 
ditetapkan dalam undang-undang.  
4) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah 
mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistem preventif dan korektif. Setiap 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah sebelum 
ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. 
Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan 
umum. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah 
dapat dikenakan sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi 
umum dan/atau dana bagi hasil atau retribusi. 
Terkait dengan retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur 
prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. 
Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan 
jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, 
peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, 




(dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta 
menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi. 
Pada dasarnya kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai 
pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh pemerintah 
dengan melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan daerah yang 
mengatur pajak dan retribusi tersebut.  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen 
utama Pendapatan Asli Derah (PAD). Sebagai sumber utama PAD, pemerintah 
senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari 
pungutan PDRD. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan 
PDRD adalah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang 
PDRD sesuai dengan perkembangan keadaan. Untuk mendukung pelaksanaan 
otonomi daerah serta membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah yang lebih ideal, kebijakan PDRD diarahkan untuk lebih 
memberikan kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan 
efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan PDRD. 
Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 
Januari 2010. 
Pada pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak 
daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan 




tertentu  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
Pajak daerah dan  retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 
2009 di Pemerintah Daerah Kota Makassar telah diterapkan dan diatur dengan 
menyusun Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
Selanjutnya Pajak Daerah ini diubah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah 
Nomor 02 Tahun 2012. Perubahan ini dilakukan karena beralihnya PBB P2 ke 
daerah. Selain peraturan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar juga 
membuat Peraturan Walikota Makassar tentang Prosedur Pemungutan PBB P2. 
Perkembangan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota 
Makassar mengikuti peraturan yang ada. Pada tahun 2009, Kota Makassar masih 
menggunakan UU Nomor 34 Tahun 2000 pemerintah daerah dan memungut 7 
jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak parkir. 
Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 serta dikeluarkannya Perda Nomor 
03 Tahun 2010, maka jenis pajak yang dipungut bertambah 3, yaitu pajak air bawah 
tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan). Tahun 2013, Kota Makassar mulai memungut Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) P2 (Perdesaan dan Perkotaan). Sehingga jenis pajak yang 
dipungut sampai tahun 2013 adalah 11 jenis pajak daerah. Ke 11 jenis pajak 








Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2008 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut. 
Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Pendapataan Asli Daerah (PAD) Kota 














2004 87.464,29 - - 
2005 99.841,78 12.377,49 14,15 
2006 120.904,26 21.062,48 21,09 
2007 136.626,47 15.722,21 13,00 
2008 154.911,89 18.285,42 13,38 
2009 115.223,34 -39.688,55 -25,62 
2010 133.551,82 18.328,48 15,91 
2011 270.547,69 136.995,87 102,58 
2012 388.445,93 117.898,24 43,58 
2013 518.711,59 130.265,66 33,54 
Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Makassar dari tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan, 
seperti terlihat pada tahun 2004, realisasi penerimaan sebesar Rp. 87.464,29 
dan pada tahun 2005 realisasi penerimaan sebesar Rp. 99.841,78 atau terjadi 
kenaikan sebesar Rp. 12.377,49 atau 14,15% dari tahun 2004. PAD tahun 2005 
ke tahun 2006, di mana realisasi penerimaannya sebesar Rp. 120.904,26 
sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 21.062,48 atau 21,09%.  
 PAD tahun 2007 sebesar Rp. 136.626,47 atau terjadi pertambahan 
sebesar Rp. 15.722,21 atau 13 % dari realisasi tahun 2006. Dan untuk realisasi 
penerimaan tahun 2008 sebesar Rp. 154.911,89 meningkat sebesar Rp. 




Tahun 2009 jumlah realisasi PAD mengalami penurunan dan meningkat 
kembali tahun 2010. Peningkatan jumlah realisasi PAD juga terjadi tahun 2011, 
tahun 2012 dan tahun 2013.  
Apakah peningkatan PAD ini adalah akibat dari peningkatan pajak 
daerah? Bagaimana kontribusi pajak daerah setelah penerapan UU PDRD? 
Pertanyaan inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 
“Kontribusi pajak daerah pasca diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”. 
 
1.2 Rumusan  Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Makassar sebelum dan sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? 
2. Jenis-jenis pajak daerah apa saja yang memberi kontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2009 sampai 
tahun 2013? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah. 
1. Untuk mengetahui kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Makassar sebelum dan setelah berlakunya UU Nomor 28 
Tahun 2009. 
2. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap 




1.4 Kegunaan  Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah. 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, terutama di bidang perpajakan mengenai undang-undang 
pajak daerah  terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 
Makassar dan juga sebagai acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian 
mendatang. 
2.    Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi 
pemerintah terutama pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk 
meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan 
sistematika penulisan sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pusataka yang berisi 







BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
metode analisis. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan 
pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
























2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai 
pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli 
adalah sebagai berikut. 
Pengertian pajak menurut Soemitro (1988), adalah. “Iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapat imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum”.  
Pengertian pajak menurut Adriani (1949), “Iuran kepada Negara (yang dapat 
dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan”. 
Dari dua pendapat yang diberikan terhadap definisi pajak, dapat ditarik 
kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain 
sebagai berikut. 
a. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23A, menyatakan bahwa pajak 
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dalam undang-undang. 
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 
dapat ditunjukkan secara langsung. 
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 






d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib 
pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
2.1.1.1 Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan 
fungsi regulerend (mengatur). 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 
pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, dan lain-lain. 
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 
dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 
keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur 
adalah. 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. 
b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 




(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 
pendapatan. 
c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 
akhirnya dapat memperbesar divisa negara. 
 
2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak  
Tata cara pemungutan pajak dibagi dalam tiga garis besar, yaitu. 
1. Stelsel Pajak 
    Tatacara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel 
pajak.  
    a. Stelsel Pajak Nyata 
         Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata 
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata ini ialah 
pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini 
adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 
sesungguhnya telah diketahui). 
   b. Stelsel Pajak Anggapan 
         Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kebaikan stelsel pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun 




anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
 c.  Stelsel Pajak Campuran 
       Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak 
nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 
dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun bersarnya 
pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak 
menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si 
wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat 
diminta kembali. 
2. Asas Pemungutan Pajak 
   a. Asas Pajak Domisili (Asas Tempat Tinggal) 
         Dalam tatacara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili 
(asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 
itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak 
domisli berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 
   b. Asas Pajak Sumber 
         Dalam tatacara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber 
pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
  c.  Asas Pajak Kebangsaan 
         Dalam tatacara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan 






3. Sistem Pemungutan Pajak 
   a. Official Assessment System 
        Pengertian Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan 
pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 
menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah 
perbendaharaan pajak. 
      Ciri-ciri Official Assessment System, adalah. 
1) Wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada 
pada fiskus. 
2) Wajib pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
   b. Self Assessment System 
         Pengertian Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Self Assessment System, adalah. 
1) Wewengan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 
pajak sendiri 
2) Dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
3) Fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi. 
    c. With Holding System 
          Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib 
pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 




menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak 
selain fiskus dan wajib pajak. 
Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang 
diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan 
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
 
2.2 Pendapatan Asli Daerah 
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 
Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 
yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD 
terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah 
(BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. 
Sedangkan menurut  Rahman (2005:38) ”Pendapatan Asli Daerah 
Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil 
distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam 




2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 
 
      a) Hasil Pajak Daerah 
 
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping 
retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, 
misalnya Sumitro (1990:5) yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah 
ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, 
Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. 
Sedangkan Siagian (2010:66) merumuskannya sebagai, “pajak negara 
yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna 
membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. 
 Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan 
seperti berikut: 
1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 
sebagai pajak daerah; 
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; 
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang 
dan/atau peraturan hukum Lainnya; 
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 









b) Hasil retribusi daerah; 
 
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 
Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, 
misalnya Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) 
“adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, 
atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik Iangsung maupun tidak 
Iangsung”. 
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 
anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 
dipertanggungjawabkan sendiri. 
Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu 
daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk 
sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya 
daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk 
menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi 
produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan 
daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta 
ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil 
dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 
perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada 







2.3 Pajak Daerah 
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah 
iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah 
yang dapat dipungut oleh daerah provinsi sebanyak 5 jenis dan yang dapat 
dipungut oleh daerah kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Sedangkan 
retribusi yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah 30 
jenis, meliputi 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 
jenis retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No. 
28 Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.1 bberikut ini. 
Tabel. 2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 
1. Pajak Kendaraan Bermotor 
2. Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 
4. Pajak Air Permukaan; dan 
5. Pajak Rokok 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Parkir 
7. Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Bantuan 
8. Pajak Air Tanah 
9. Pajak Sarang Burung Walet 
10. PBB Perdesaan & Perkotaan 
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan 








2.3.1.1 Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah 
Objek pajak daerah dan tarif pajak daerah menurut UU Nomor 28 tahun 
2009 disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 dibawah ini. 
Tabel. 2.2 Objek pajak daerah Tingkat I dan tarif pajak berdasarkan UU No. 
28/2009 
Pajak Daerah Tingkat I Tarif Tertinggi 
1. Pajak kendaraan bermotor 10 % 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20 % 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10 % 
4. Pajak Air Permukaan 20 % 
5. Pajak Rokok 10 % 
Sumber: UU Nomor 28 tahun 2009 
Tabel. 2.3 Objek pajak daerah Tingkat II dan tarif pajak berdasarkan UU No. 
28/2009 
Pajak Daerah Tingkat II Tarif Tertinggi 
1. Pajak Hotel 10 % 
2. Pajak Restoran 10 % 
3. Pajak Hiburan 35 % 
4. Pajak Reklame 25 % 
5. Pajak Penerangan Jalan 10 % 
6. Pajak pengambilan & Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C 
20 % 
7. Pajak Parkir 20 % 
8. Pajak Air Tanah 20 % 
9. Pajak Sarang Burung Walet 10 % 
10. BPHTB 5   % 
11. PBB Pedesaan & Perkotaan 0,3 % 
Sumber: UU Nomor 28 tahun 2009 
 
  Tarif pajak untuk pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, 
Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 
Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 




Golongan C, dan Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain pajak 
tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak daerah tingkat 
II lainnya dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 
Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Tingkat II yang 
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 
melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan; 
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum; 
3. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Daerah tingkat I dan/objek 
Pajak Pusat; 
4. Potensinya memadai; 
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 
6. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakatnya; dan 
7. Menjaga kelestarian lingkungan. 
 
2.3.2 Jenis Pajak Daerah 
2.3.2.1 Pajak Hotel 
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dalam pemungutan pajak 
hotel terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut: 
Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha hotel 




perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas jasa 
penginapan. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus 
sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 
mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan 
beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak/tamu hotel. 
Setiap pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota 
pesan (Bill), termasuk penggunaan mesin cash register sebagai bukti 
pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi (berupa 
perporasi atau stempel pemerintah) oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas 
nama Bupati. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan 
nama dan alamat usaha, dicetak dengan nomor sen, dan digunakan sesuai 
dengan nomor urut. 
a) Tarif Pajak Hotel : 
1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada Hotel. 
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar 
pengenaan. 
b) Wilayah Pungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak 
Terutang : 
1. Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam wilayah. 
2. Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran 
kepada Hotel yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang. 






2.3.2.2 Pajak Restoran 
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah 
tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut 
bayaran. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan 
dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 
melakukan usaha di bidang rumah makan.Yang termasuk objek pajak restoran 
adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau 
rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran /rumah 
makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/ dibawa 
pulang, sedangkan yang tidak termasuk usaha jasa boga dan ketering. Tarif 
pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
2.3.2.3 Pajak Hiburan 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, 
Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas 
penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa 
terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain: 
1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan 
ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa 
pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan 
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk 
berolahraga. 
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang 




nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam 
menyelenggarakan suatu hiburan. 
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri 
suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau 
menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 
penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis 
(para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan 
tugas pengawasan. 
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya 
diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta 
atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas 
pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas 
penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa 
pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung 
dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian 
pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya 
diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran 
yang dilakukan tidak secara tunai. 
5. Tanda masuk adalah semua tanda atua alat atau cara yang sah 
dengan nama dan dalam bentuk aapa pun yang dapat digunakan 
untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. 
Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk 
yang dilegalsasu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. 
Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk 
dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu 




6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran 
nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar 
oleh penonton atau pengunjung. 
a. Objek Pajak 
Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 42 
bahwa: 
1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 
dipungut bayaran. 
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar, golf, dan boling; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 
ketangkasan; 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 
center); dan 
j. pertandingan olahraga. 
3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. 
b. Tarif Pajak 





1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen). 
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes 
kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pakak Hiburan 
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen). 
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak 
Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
 
2.3.2.4 Pajak Reklame 
Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak 
Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap 
barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan 
dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame yang ditetapkan maksimum 
sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
 
2.3.2.5 Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah yang 
menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan 
oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Nomenklatur PPJ inilah yang menjadi bahan pembahasan oleh 




masyarakat memahami bahwa PPJ berkaitan penuh dengan penggunaan lampu 
penerangan di jalan-jalan sesuai nomen klaturnya. 
Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak 
dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak 
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 
dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan maksimum 
sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
2.3.2.6 Pajak Parkir 
Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, 
dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir 
yang ditetapkan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen). 
 
2.3.2.7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini 
diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan wajib pajak adalah: 1. 
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral 




mengambil mineral bukan logam dan batuan. Besarnya tarif pajak mineral bukan 
logam dan batuan ditetapkan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
 
2.3.2.8 Pajak Air Tanah 
Pajak air tanah adalah pajak atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 
 
2.3.2.9 Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
 
2.3.2.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
 
2.3.2.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan atas tanah dan/atau 
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 







2.3.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak 
Dalam rangka pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009, maka pemerintah 
daerah menetapkan peraturan daerah dengan ketentuan: 
1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
2. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. 
3. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur 
ketentuan mengenai : 
a. Nama, objek dan subjek pajak; 
b. Dasar pengenaan, tariff dan cara perhitungan pajak; 
c. Wilayah pemungutan; 
d. Masa pajak; 
e. Penetapan; 
f. Tata cara pembayaran dan penagihan; 
g. Daluwarsa; 
h. Sanksi Administrasi; dan 
i. Tanggal mulai berlakunya. 
4. Perauran Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai: 
Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan. 
5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak 
harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum 
ditetapkan. 
6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan 
sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 
(lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut 




undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan 
Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak dierimanya Peraturan Daerah dimaksud. 
 
2.3.4 Kontribusi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah 
sumbangan; sedangkan Menurut Kamus Ekonomi  Guritno (1992:76) kontribusi 
adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan 
biaya  atau kerugian tertentu atau bersama.  
Sehingga kontribusi disini dapat disimpulkan sebagai sumbangan yang 
diberikan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 
penelitian ini kontribusi pajak daerah akan dilihat sebelum dan sesudah 
diterapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
 
2.4 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, yang terdiri dari 
beberapa tahun yang berbeda, yang akan dijabarkan dalam Tabel 2.4 berikut 
ini. 
 
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 
Nama 
Peneliti 






Pemungutan Pajak dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah pada Dinas 
Pendapatan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta 
  
Systememu Efektifitas Pemungutan Pajak dan 







Penerimaan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
terhadap Peningkatan 
PAD Sebelum dan 
Sesudah Otonomi Periode 
2006-2010 pada Kota 
Tengerang Selatan 
pe Penerimaan pajak dan retribusi 
daerah terhadap peningkatan PAD 
sebelum dan sesudah otonomi 
daerah keduanya terdapat 
perbedaan secara signifikan 
dikarenakan adanya kontribusi yang 
besar  dari daerahnya masig-masing 





Peranan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
dalam Rangka 
Pembangunan Daerah di 
Lampung Utara 
Berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan bahwa masih terdapat 
hambatan dalam pelaksaan 
perolehan pajak daerah dan retribusi 
daerah karna kurangnya kesadaran 
wajib pajak dalam melakukan 
pembayaran pajak. 
 



















Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Sebelum di 
Tetapkannya UU No. 28 
Tahun 2009 
Setelah di Tetapkannya 













3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga diperoleh 
signifikansi perbedaan kelompok yang diteliti. Penelitian kuantitatif ini bertujuan 
untuk mengetahui tentang Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. Jangka waktu penelitian ini ialah dua bulan dimana dalam dua bulan 
tersebut peneliti akan melihat kondisi di lapangan dengan melakukan observasi 
dan pengumpulan data yang diperlukan. 
 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertempat 
di Jalan Urip Sumihardjo No. 8, Kota Makassar. Sedangkan waktu peneliti 
butuhkan dua bulan yang dilakukan pada bulan Maret 2015 s/d bulan April 2015. 
 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Data Primer  
Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung, yaitu 







2. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data olahan dari 
instansi yang bersangkutan atau dalam hal ini data tertulis dari 
Dinas Pendapatan Kota Makassar tentang masing-masing pajak 
daerah. Selain itu data yang berasal dari literatur, artikel, dan 
berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah 
penelitian untuk mendukung hasil penelitian. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke 
objek penelitian, teknik yang digunakan meliputi: 
1. Wawancara 
Wawancara (interview) dengan staf DISPENDA yang terkait dengan 
bidang pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan 
untuk dijadikan data penelitian. 
3. Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan lansung dan 
pecatatan mengenai keadaan atau fenomena yang dijumpai 
dilapangan, observasi yang dilakukan oleh peneliti.  
 
3.5 Metode Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 




Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran 
atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan 
keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan 
untuk menggambarkan tentang seberapa besar kontribusi pajak daerah sebagai 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masing-masing jenis pajak daerah akan 
dianalisis secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, masing-masing jenis 
pajak akan dihitung kontribusinya dengan total pendapatan pajak daerah. Secara 
horizontal, masing-masing jenis pajak akan dihitung antara anggaran dan 
realisasi selama 5 tahun anggaran yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013. 
Penggunaan 5 tahun ini menggambarkan sebelum dan pasca diberlakukannya 
UU No.28 Tahun 2009. 
Pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua pajak daerah yang 
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pajak-pajak tersebut 
adalah: 
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
d) Pajak Reklame 
e) Pajak Penerangan Jalan 
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C 
g) Pajak Parkir 
h) Pajak Air Bawah Tanah 
i) Pajak Sarang Burung Walet 
j) Pajak BPHTB 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4. 1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Dinas Pendapatan Kota Makassar bertempat di Jalan Urip Sumiharjo 
Nomor 8 Kota Makassar. Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II 
Makassar, Dinas pasar, Dinas Air Minum, dan Dinas Penghasilan daerah 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya No. 
155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 yang terdiri dari beberapa Sub Dinas 
Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengolahan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman 
Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor, dan 
Sub Dinas Administrasi. 
Berdasarkan keputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II 
Ujung Pandang No. 74/S/Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersamaan 
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 3/12/43 tanggal 9 
September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 No. Keu/3/22/33 tentang 
Pembentukan Dinas Pendaptan Daerah di Kabupaten dan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, maka Dinas Penghasilan Daerah 
Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan 
namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-
unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas 
Perpajakan, Dinas Pasar, dan Sub Dinas Perlelangan Ikan  dan semua Sub-
sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit 







Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya 
perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, maka secara 
otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang 
berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar. 
1) Visi dan Misi DISPENDA Kota Makassar 
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan 
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. 
Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan suatu 
langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting 
pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu 
selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan 
lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus 
menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika menang perlu visi dapat 
di ubah dan disempurnakan. Hakekat membentuk visi adalah menggali 
gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa 
adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan dengan 
demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota 
organisasi. 
Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus di emban atau 
dilaksanankan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah 
ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi 
dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan 





Berdasarkan arsip dari Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas 
Pendapatan Kota Makassar. Adapun visi, misi, dan kedudukan DISPENDA 
Kota Makassar akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
a. Visi 
       Visi Dinas Pendapatan Kota Makassar tahun 2009-2014 adalah: 
“Prima Dalam Pelayanan Unggul Pengelolaan Pendapatan 
Daerah”  
Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang 
tertuang dalam visi tersebut, maka setiap aparat Dinas Pendapatan Kota 
Makassar dan masyarakat harus mampu memahami makna dari visi 
tersebut, makna yang terkandung dalam Visi Dinas Pendapatan Kota 
Makassar tersebut merupakan hasil pendalaman dari rangkaian antara 
kegiatan dan subtansi tupoksi serta jati diri pelayanan yang merupakan 
eksistensi dari Dinas Pendapatan Kota Makassar yang diwujudkan 
dalam peningkatan kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang 
diharapkan. Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :  
1) Prima Dalam Pelayanan 
       Sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam menentukan kebijakan 
meliputi perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, 
penelitian, pembukuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian Pendapatan Daerah mengutamakan kualitas 
pelayanan sesuai dengan kondisi masyarakat atau kepuasan total 
masyarakat dengan penerapan sendi-sendi pelayanan yang prima 
seperti kesederhanaan prosedur atau tata cara pelayanan, 
kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, 




2) Unggul Dalam Pengelolaan : 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 
Pendapatan Kota Makassar mengedepankan koordinasi, 
transparansi, akuntabilitas, dengan kualitas layanan prima. 
b. Misi 
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun 
kedepan (2009-2014) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya 
yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, 
tanggungjawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas 
Pendapatan Kota Makassar adalah :  
1) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal; 
2) Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD; 
3) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD / pengelola pendapatan; 
4) Menyusun dan melakukan perubahan dan peraturan daerah; 
5) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah; 
6) Meningkatkan kemampuan SDM; 
7) Melakukan evaluasi secara berkala; 
8) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
9) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan agar 
terbina kesadaran wajib pajak/wajib retribusi. 
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DISPENDA Kota Makassar 
Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi  Dinas Pendapatan Daerah 







Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Makassar, Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
b. Tugas Pokok 
Berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendapatan Daerah 
mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan 
mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. 
c. Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1) Perencanaan, merumuskan, mengembangkan, membina, 
melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasi dibidang 
pengelolaan pendapatan serta melakukan pengamatan dan 
mempotensikan sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
2) Penyusunan evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah; 
3) Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan; 
4) Pembinaaan unit pelaksana teknis. 
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Makassar berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan 






3. Struktur Organisasi DISPENDA Kota Makassar 
Struktur organisasi ini memperlihatkan secara singkat dan jelas 
seberapa besar aktivitas yang dilakukan para pegawai di DISPENDA Kota 
Makassar, struktur organisasi merupakan gambaran hirarki pendegelasian, 
terlihat setiap bagian secara detail yang turut membantu tugas seorang 






































KEPALA DINAS SEKRETARIAT 
Sub Bag Umum & 
Kepegawaian 
 Bidang I 
Pajak Hotel dan Hiburan 





Seksi Penetapan dan 
Keberatan 
Bidang II 
Pajak Restoran dan Parkir 





Seksi Penetapan dan 
Keberatan 
Bidang III 
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
Seksi Administrasi Umum 
dan Pendataan 
Seksi Penetapan dan 
Keberatan 
Bidang IV 
Koordinasi, Pengendalian Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, 
Pajak Daerah dan  
Bagi Hasil 
Seksi Administrasi Umum 
dan Pendataan 
Sub Bag Perlengkapan 
 
Sub Bag Keuangan 
 4.2 Pembahasan 
4.2.1 Dasar Hukum dan Struktur Pendapatan Dinas Pendapatan 
Dasar hukum yang digunakan Dinas Pendapatan Kota Makassar dalam 
melaksanakan tugasnya yaitu: 
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 
Retribusi 
2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 
3) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perubahan  atas 
Peraturan Daerah Nomor 03 tentang Pajak Daerah. 
4) Peraturan Walikota Makassar Tentang Prosedur Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
 
  Struktur Pendapatan Dinas Pendapatan Kota Makassar sampai dengan tahun 
2013 adalah sebagai berikut.  
1). Hasil Pajak Daerah 
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
d) Pajak Reklame 
e) Pajak Penerangan Jalan 
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 
g) Pajak Parkir 
h) Pajak Air Bawah Tanah 
i) Pajak Sarang Burung Walet 
j) Pajak BPHTB 
k) PBB sektor P2 
 
2).  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
a) Retribusi Pemakaian Pelataran 
b) Retribusi Penggunaan Tanah untuk  Reklame 
 
3). Dana Perimbangan 
a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
b) Bagi Hasil Pajak 
c) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 




pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. 
 
4.2.2 Pajak Daerah Kota Makassar 
  Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar sampai 
dengan tahun 2013 meliputi sebelas jenis pajak daerah. Target pajak daerah Kota 
Makassar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
 
Tabel 4.1 Target Pajak  Daerah Kota Makassar Tahun 2009 s/d Tahun 2013 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
  
  Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa tahun 2009 dan tahun 2010 pemerintah 
Kota Makassar hanya memungut tujuh jenis pajak. Tahun 2011 terdapat 
penambahan jenis pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet dan pajak 
BPHTB. Selanjutnya, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar menambahkan 
satu jenis pajak lagi, yaitu PBB P2. PBB P2 merupakan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat dan diserahkan ke pemerintah 
daerah berdasarkan UU PDRD Nomor 28 tahun 2009. 
Berdasarkan total target pajak daerah Kota Makassar (tabel 4.1) tersebut di atas, 
NO JENIS PAJAK 
















1 PAJAK HOTEL 26.311.697.000 32.323.240.000 34.823.238.000 42.000.362.000 43.000.000.000 
2 PAJAK RESTORAN 27.488.304.000 33.817.110.000 36.317.110.000 44.697.362.000 46.197.366.000 
3 PAJAK HIBURAN 9.051.721.100 10.845.663.000 14.000.000.000 14.175.000.000 15.175.000.000 




40.150.000.000 43.650.000.000 65.000.000.000 89.500.000.000 103.000.000.000 
6 
PAJAK PENGAMBILAN 
BAHAN GALIAN  C 
100.000.000 100.000.000 121.376.000 121.376.000 171.378.000 
7 PAJAK PARKIR 2.512.872.900 3.093.341.000 4.000.000.000 5.500.000.000 7.000.000.000 
8 
PAJAK AIR BAWAH 
TANAH 
- - 174.657.000 174.657.000 174.657.000 
9 
PAJAK SARANG BURUNG 
WALET 
- - 50.000.000 50.000.000 11.000.000 
10 PAJAK BPHTB - - 90.000.000.000 122.500.000.000 146.000.000.000 
11 PBB - - - - 78.837.689.000 
TOTAL TARGET  PAJAK 
DAERAH 




dapat dilihat pertumbuhan pajak daerah yang dikelola dinas pendapatan daerah Kota 
Makassar dari tahun 2009 sampai tahun 2013 seperti tertera dalam tabel 4.2 berikut 
ini. 
Tabel 4.2 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013 







1 2009 115.213.922.000 - - 
2 2010 134.216.181.000 19.002.259.000 16,49 
3 2011 260.486.460.000 126.270.279.000 94,08 
4 2012 337.167.338.150 76.680.878.150 29,44 
5 2013 460.567.090.000 123.399.751.850 36,60 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat pertumbuhan pajak daerah yang dikelola 
Dinas Pendapatan Kota Makassar dari tahun 2009 ke 2010 mengalami kenaikan 
sebesar 16,49% atau naik  sebesar Rp 19.002.259.000,-.  Pertumbuhan target pajak 
dari tahun 2010 ke 2011 sebesar Rp126.270.279.000,- atau 94,08%. Kenaikan target 
pajak yang hampir mencapai seratus persen disebabkan karena pengalihan 
pengelolaan Pajak BPHTB dari pusat ke pemerintah Kota Makassar dimana nilai 
target BPHTB untuk tahun 2011 sebesar Rp 90 miliar atau 67,056% dari target pajak 
daerah tahun 2010. Sedangkan kenaikan pajak daerah dari tahun 2012 ke 2013 
sebesar Rp 123.399.751.850,-  atau 36,60 %.  Kenaikan yang cukup tinggi ini karena 
PBB mulai diserahkan pengelolaannya ke pemerintah Kota Makassar dengan target 
sebesar   Rp 78.837.689.000,- 
  Target pajak yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)  
sesuai tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas, beberapa diantaranya dapat tercapai namun 
ada juga yang masih jauh dari target.  Realisasi pajak daerah Kota Makassar dari 









































































BAHAN GALIAN  C 
177.831.951 138.084.055 196.909.109 252.151.402 311.635.122 
7 PAJAK PARKIR 2.054.544.900 2.505.493.805 4.600.259.625 6.131.708.518 9.913.381.695 
8 
PAJAK AIR BAWAH 
TANAH 




- - 12.462.500 10.835.000 14.675.000 























Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
 Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Makassar sesuai tabel 4.3 di atas 
dapat dilihat bahwa secara total dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami 
peningkatan yang sangat besar. Tahun 2009 penerimaan dari pajak daerah sebesar 
Rp 115.223.338.974,- dan tahun 2013 menjadi Rp 518.711.582.645. Peningkatan 
penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang memberi 
kontribusi yang besar berasal dari pajak BPHTB.  
 Jika realisasi penerimaaan pajak daerah Kota Makassar (tabel 4.3) 
dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah (tabel 4.1) maka dapat dilihat 
secara total dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Tahun 
2009 mencapai 100,01%, tetapi tahun 2010 pencapaian target turun sedikit yaitu 
99,51%. Tahun 2011 sampai tahun 2013 secara total semuanya di atas 100%. 
Secara lengkap prosentase pencapaian target pajak daerah Kota Makassar dapat 





Tabel. 4.4 Persentase Capaian Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013 
NO 
JENIS PAJAK PERSENTASE CAPAIAN PAJAK DAERAH 
 
                       2009 2010 2011 2012 2013 
1 PAJAK HOTEL 100,03% 97,81% 100,54% 89,78% 103,53% 
2 PAJAK RESTORAN  100,00% 91,86% 99,17% 96,13% 112,62% 
3 PAJAK HIBURAN 100,96% 91,74% 73,22% 96,49% 107,45% 
4 PAJAK REKLAME 73,90% 109,77% 105,85% 103,35% 93,76% 
5 
PAJAK PENERANGAN 
JALAN 106,97% 107,40% 101,20% 103,69% 111,34% 
6 
PAJAK PENGAMBILAN 
BAHAN GALIAN  C 177,83% 138,08% 162,23% 207,74% 181,84% 
7 PAJAK PARKIR 81,76% 81,00% 115,01% 111,49% 141,62% 
8 PAJAK AIR BAWAH TANAH     66,15% 90,48% 88,11% 
9 
PAJAK SARANG BURUNG 
WALET     24,93% 21,67% 133,41% 
10 PAJAK BPHTB     112,92% 143,40% 117,93% 
11 PBB         112,79% 
    100,01% 99,51% 103,86% 115,21% 112,62% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Prosentase pencapaian dalam tabel 4.4 tersebut di atas diperoleh dari 
perhitungan target dan realisasi masing-masing jenis pajak.  
1)   Pajak hotel.  
Target dan realisasi pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 
2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2009, tahun 2011 dan tahun 2013 pajak 
hotel melampaui target, tetapi tahun  2010 dan 2012 tidak mencapai target 
yang diberikan yaitu 97,81% dan 89,78%.Secara lengkap target dan realisasi 
pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam 
tabel sebagi berikut. 
Tabel. 4.5 Target dan Realisasi Pajak Hotel  Tahun 2009 S/D 2013 






1 2009 26,311,697,000 26,320,810,853 100,03% 
2 2010 32,323,240,000 31,614,040,229 97,81% 
3 2011 34,823,238,000 35,009,580,559 100,54% 
4 2012 42,000,362,000 37,706,161,036 89,78% 
5 2013 43,000,000,000 44,517,581,343 103,53% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Target dan realisasi pajak hotel Kota Makassar dari tahun 2009 sampai degan 





Grafik 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2009 s/d 2013 
 
             Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
2)   Pajak restoran.  
Target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagi berikut.  
  Tabel. 4.6 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2009 S/D 2013 






1 2009 27,488,304,000 27,488,304,000 100.00% 
2 2010 33,817,110,000 31,064,747,328 91.86% 
3 2011 36,317,110,000 36,014,223,069 99.17% 
4 2012 44,697,362,000 42,965,891,390 96.13% 
5 2013 46,197,366,000 52,029,379,299 112.62% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015)  
Tabel 4.6 memperlihatkan pajak restoran yang diterima Pemda Kota Makassar 
tahun 2009 sebesar target yang ada (100%). Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 
2012 tidak mencapai target penerimaan yang diberikan yaitu 91,86%,  99,17%, dan 
96,13%. Sementara, untuk tahun 2013 pajak restoran melampaui dari target yang 
diberikan yaitu 112,62%. Target dan realisasi pajak restoran Kota Makassar dapat 


















Grafik 4.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2009 s/d 2013 
 
              Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
3)   Pajak hiburan.  
Target dan realisasi pajak hiburan dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagi berikut. 
Tabel. 4.7 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2009 S/D 2013 






1 2009 9,051,721,100 9,138,442,848 100.96% 
2 2010 10,845,663,000 9,949,317,191 91.74% 
3 2011 14,000,000,000 10,251,433,002 73.22% 
4 2012 14,175,000,000 13,677,812,213 96.49% 
5 2013 15,175,000,000 16,305,722,524 107.45% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2009 sampai 2013 
pada tabel 4.7 dapat dilihat mengalami fluktuasi. Tahun 2009 dan tahun 2013 pajak 
hiburan melampaui target, tetapi tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 tidak 
mencapai target penerimaan yang diberikan yaitu 91,74% untuk tahun 2010, 73,22% 
tahun 2011, dan 96,49% untuk tahun 2012. Target dan realisasi pajak hiburan Kota 


















Grafik 4.4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan tahun 2009 s/d 2013 
 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
4)   Pajak reklame.  
Target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagi berikut. 
Tabel. 4.8 Target dan Realisasi Pajak Reklame TAHUN 2009 S/D 2013 






1 2009 9,599,327,000 7,093,461,910 73.90% 
2 2010 10,386,827,000 11,401,144,164 109.77% 
3 2011 16,000,079,000 16,936,808,593 105.85% 
4 2012 18,448,581,150 19,067,461,127 103.35% 
5 2013 21,000,000,000 19,689,918,341 93.76% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
   
Pada tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak reklame 
dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 
2009 dan tahun 2013 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang diberikan 
yakni hanya 73,90% dan 93,76 %. Sementara tahun 2010, 2011, dan 2012 pajak 


















Grafik 4.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2009 s/d 2013 
 
           Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
5)   Pajak penerangan jalan 
Target dan realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 4.9 sebagai berikut. 
Tabel. 4.9 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2009 S/D 
2013 






1 2009 40,150,000,000 42,949,942,512 106.97% 
2 2010 43,650,000,000 10,176,324,218 23.31% 
3 2011 65,000,000,000 61,297,000,533 94.30% 
4 2012 89,500,000,000 92,806,812,947 103.69% 
5 2013 103,000,000,000 114,679,005,552 111.34% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, dapat dilihat target dan realisasi penerimaan 
pajak penerangan jalan tahun 2009, 2012, 2013 mampu melampaui target. 
Sedangkan tahun dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan yang 
signifikan dimana total realisasi yang diterima hanya 23,31% dari target yang 
diberikan. Sementara tahun 2011 realisasi penerimaan mencapai 94,30% dari total 
target yang diberikan. Target dan realisasi pajak penerangan jalan dapat dilihat dalam 


















Grafik  4.6 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2009 s/d 2013 
 
           Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
 
6)    Pajak pengambilan bahan galian C 
Target dan realisasi pajak pengambilan bahan galian C dari tahun 
2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai 
berikut. 
Tabel. 4.10 Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian C TAHUN 
2009 S/D 2013 






1 2009 100,000,000 177,831,951 177.83% 
2 2010 100,000,000 138,084,055 138.08% 
3 2011 121,376,000 196,909,109 162.23% 
4 2012 121,376,000 252,151,402 207.74% 
5 2013 171,378,000 311,635,122 181.84% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
 Tabel 4.10 memperlihatkan target dan realisasi pajak pengambilan bahan galian 
C dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2009 sampai 
tahun 2013 realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian C mampu 


















Grafik 4.7 Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian C tahun 
2009 s/d 2013 
 
            Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
7)   Pajak parkir.  
Target dan realisasi pajak parkir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 
2013 dapat dilihat dalam Tabel 4.11. 
Tabel. 4.11 Target dan Realisasi Pajak Parkir TAHUN 2009 S/D 2013 






1 2009 2,512,872,900 2,054,544,900 81.76% 
2 2010 3,093,341,000 2,505,953,805 81.01% 
3 2011 4,000,000,000 4,600,259,625 115.01% 
4 2012 5,500,000,000 6,131,708,518 111.49% 
5 2013 7,000,000,000 9,913,381,695 141.62% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
 Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak parkir 
dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 dan 
tahun 2010 tidak mencapai 100% dari target yang diberikan yaitu 81,76% dan 
81,01%, tetapi tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 mampu melebihi target yang 
diberikan. Untuk selengkapanya dapat dilihat dari grafik 4.8 mengenai target dan 





















Grafik 4.8 Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2009 s/d 2013 
 
            Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
8) Pajak air bawah tanah 
Target dan realisasi pajak air bawah tanah dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut. 
Tabel. 4.12 Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2009 S/D 
2013 






1 2011 174,657,000 115,526,908 66.15% 
2 2012 174,657,000 158,027,896 90.48% 
3 2013 174,657,000 153,895,680 88.11% 
  Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
Dapat dilihat pada tabel 4.12 target dan realisasi pajak air bawah tanah sejak  
dipungut mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013 tidak pernah mencapai target 
100%. Realisasi tertinggi yang mampu  didapatkan yakni tahun 2012 yang mencapai 
90.48%. 
Grafik 4.9 Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah tahun 2009 s/d 2013 
 























9)   Pajak sarang burung walet.  
Target dan realisasi pajak sarang burung walet dari tahun 2009 sampai  
dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut. 
 
Tabel. 4.13 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2009 S/D 
2013 






1 2011 50,000,000 12,462,500 24.93% 
2 2012 50,000,000 10,835,000 21.67% 
3 2013 11,000,000 14,675,000 133.41% 
 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Tabel 4.13 memperlihatkan target dan realisasi sarang burung wallet yang mulai 
dipungut tahun 2011. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sarang burung wallet 
adalah sebesar Rp 50.000.000 tetapi hanya terealisasi sebesaar Rp12.462.500 atau 
24,93%. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan dimana realisasi hanya 
sebesar Rp10.835.000 atau 21,67%. Tahun 2013 target penerimaan pajak sarang 
burung walet turun menjadi Rp10.000.000 dengan realisai penerimaan sebesar 
Rp14.675.000 atau 133,41%. Target dan realisasi pajak sarang burung wallet Kota 
Makassar dapat dilihat dalam grafik berikut.  
 
Grafik 4.10 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2009 s/d 2013 
 
                   Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
10) Pajak BPHTB  
Target dan realisasi pajak BPHTB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 

















Tabel. 4.14 Target dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2009 S/D 2013 
 






1 2011 90,000,000,000 101,631,373,033 112.92% 
2 2012 122,500,000,000 175,669,064,737 143.40% 
3 2013 146,000,000,000 172,173,712,433 117.93% 
      Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Berdasarkan tabel 4.14 target dan realisasi pajak BPHTB yang mulai dipungut 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mampu melampaui target realisasi 
penerimaan pajak BPHTB.  
Grafik 4.11 Target dan Realisasi Pajak BPHTB tahun 2009 s/d 2013 
 
            Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
11) Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)  
Target dan realisasi PBB P2 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 
2013 dapat dilihat dalam tabel sebagi berikut. 
Tabel. 4.15 Target dan Realisasi PBB P2 TAHUN 2009 S/D 2013 





1 2013 78,837,689,000 88,922,675,656 112.79% 
      Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
Tabel 4.15 memperlihatkan target dan realisasi PBB P2 yang mulai 
dipungut pertama kali tahun 2013 dari target yang di berikan 78.837.689.000, 















 4.2.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 Total anggaran secara keselurahan (APBD) dan total anggaran Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Makassar dari tahun 2009 sampai tahun 2013 
setiap tahunnya mengalami peningkatan. Total APBD tahun 2009 ditargetkan 
sebesar Rp.1.197.748.163.800,, tahun 2010 naik sebesar 21,59%. Dari tahun 2010 
ke tahun 2011 naik sebasar 19,48%. Dari tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebasar 
13,61%. Pada tahun 2013 target anggaran menjadi Rp2.287.656.632.000 atau naik 
sebesar 15,71% dari tahun 2012. Total APBD anggaran PAD dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagi berikut. 
 















1 2009 1.197.748.163.800 - 176.628.387.000 - 
2 2010 1.456.385.881.000 21,59% 216.928.890.000 22,82% 
3 2011 1.740.110.442.000 19,48% 345.335.311.000 59,19% 
4 2012 1.977.007.093.000 13,61% 441.234.952.000 27,77% 
5 2013 2.287.656.632.000 15,71% 569.727.462.000 29,12% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
 Tabel 4.16 juga memperlihatkan target PAD dari tahun 2009 sampai tahun 
2013 secara nominal selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 target yang 
diberikan mengalami kenaikan sebesar 22,82% dari tahun 2009. Tahun 2011 
mengalami kenaikan 59,19% dari tahun 2010 atau sebesar Rp345.335.311.000. 
Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 27,77% dari tahun 2011 dan tahun 
2013 mengalami peningkatan sebesar 29,12% dari tahun 2012 atau sebesar 
Rp569.727.462.000.  
Jika dilihat dari pencapaian target total anggaran dari tahun 2009 sampai 
tahun 2013 memperlihatkan bahwa dua tahun berturut-turut 100%, sementara tahun 
2011 sampai tahun 2013 melebihi 100%. Ini memperlihatkan bahwa Dinas 
Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk 




pajak daerah Kota Makassar dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat dalam 
tabel berikut. 











1 2009 115,213,922,000 115,223,338,974 100 
2 2010 134,216,181,000 133,551,818,679 100 
3 2011 260,486,460,000 270,547,686,316 104 
4 2012 337,167,338,150 388,445,926,266 115 
5 2013 460,567,090,000 518,711,582,645 113 
  Jumlah 1,307,650,991,150 1,426,480,352,880 109 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
 
Kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Makassar juga secara kumulatif 
terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2013. Tahun 2009 kontribusi 
penerimaan 7 jenis pajak daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota 
Makassar sebesar 67,50 %. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penurunan total 
kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 3,95% atau hanya sebesar 63,55% dari total 
realisasi PAD. Pada Tahun 2011 ada beberapa jenis pajak yang mengalami 
penambahan karena berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pajak air bawah 
tanah, pajak sarang burung wallet dan  BPHTB.  
Akibat dari adanya penambahan beberapa jenis pajak daerah Kota Makassar 
pada tahun 2011, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2011 mengalami 
peningkatan dari 63,55% menjadi 76,93%. Pada tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga telah dialihkan ke Pemerintah Kota Makassar, 
sehingga Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Makassar menjadi 11 Jenis 
Pajak.  Secara lengkap kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota 








Tabel 4.18 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar 
   Tahun 2009 - 2013 
NO JENIS PAJAK 2009 2010 2011 2012 2013 
1 PAJAK HOTEL 15,42% 15,04% 9,95% 7,77% 7,17% 
2 PAJAK RESTORAN 16,10% 14,78% 10,24% 8,86% 8,38% 
3 PAJAK HIBURAN 5,35% 4,73% 2,91% 2,82% 2,63% 




25,16% 22,31% 18,70% 19,14% 18,47% 
6 
PAJAK PENGAMBILAN 
BAHAN GALIAN  C 
0,10% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 
7 PAJAK PARKIR 1,20% 1,19% 1,31% 1,26% 1,60% 
8 PAJAK AIR BAWAH TANAH     0,03% 0,03% 0,02% 
9 
PAJAK SARANG BURUNG 
WALET     0,0035% 0,00% 0,00% 
10 PAJAK BPHTB     28,90% 36,22% 27,72% 
11 PBB         14,32% 
  
TOTAL KONTRIBUSI PAJAK 
TERHADAP PAD 
67,50% 63,55% 76,93% 80,10% 83,52% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (2015) 
  
Berdasarkan tabel  4.18 di atas dapat juga  dilihat bahwa jumlah jenis pajak 
yang berkontribusi dari tahun 2009 sampai tahun 2010 sebanyak 7 jenis pajak 
daerah. Tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 10 jenis pajak 
pajak daerah. Tahun 2013 jumlah jenis pajak daerah yag berkontribusi menjadi 11 
jenis pajak daerah. Dengan demikian, sebelum penerapan UU No.28 Tahun 2009 
jumlah  jenis pajak daerah yang berkontrubisi terhadap penerimaan pajak daerah 
Kota Makssar adalah 7 jenis, dan setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009 menjadi 
11 jenis tetapi bertahap dari 10 jenis selama 2 tahun dan menjadi 11 jenis ditahun ke 
tiga setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009. 
Jika dilihat dari masing-masing rincian pajak, maka beberapa  rincian pajak 
mengalami penurunan setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 di Kota 
Makassar. Tapi, secara prosentase masing-masing jenis pajak sebelum penerapan 
UU Nomor 28 Tahun 2009 mencapai 67,50% dari total PAD dan menurun pada 
tahun 2010 menjadi 63,55% dari total PAD, setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 
2009 total prosentase penerimaan pajak daerah terus menunjukkan peningkatan 




terhadap PAD walaupun jenis pajak yang dipungut masi hanya 10 jenis saja.  Pada 
tahun 2013 ketika telah 11 jenis pajak yang dipungut oleh DISPENDA total 
penerimaan pajak daerah terhadap prosentase PAD menjadi 83,52%. Dengan 
demikian ada 16,48% kontribusi PAD berasal dari retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.   
Pada tahun anggaran 2013, secara umum Dispenda Kota Makassar berhasil 
mencapai target Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp 518.711.582.645 atau 
112,62 %. Tetapi ada dua jenis pajak daerah yang capaiannya kurang dari 100 %, 
yaitu Pajak Reklame ( 93,76 %) dan Pajak Air Bawah Tanah ( 88,11 %). 
Menurut Dinas Pendpatan Daerah (2013), pajak reklame yang tidak capai 
target pada tahun 2013 disebabkan karena : 
1. Adanya larangan pemasangan reklame di jalan Protokol (utama), jalan 
negara/propinsi sesuai Permendagri.  
2. Masalah pendataan pajak reklame yang tidak update. 
3. Tata cara penagihan Pajak Reklame yang belum optimal karena belum adanya 
SOP tentang penagihan Pajak Reklame. 
4. Rekonsiliasi internal tidak dilakukan. 
5. Wajib Pajak tidak tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar karena Surat 
Ketepana Pajak Daerah (SKPD) yang belum terbit. 
Pajak air bawah tanah  menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
tidak capai target pada tahun 2013 disebabkan karena: 
1. Sulit untuk mengukur volume pemakaian dalam rangka penetapan NPA 
termasuk Perwali yang belum ditetapkan tentang NPA. 
2. Pengurangan nilai SKPD Coca Cola dari Rp3.300.000,- /bulan menjadi Rp 
274.500,-/ bulan. Permohonan pengurangan pajak ini karena PT Coca Cola saat 









5.1  Kesimpulan 
  Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar 
memperlihatkan bahwa sebelum penerapan UU PDRD jumlah jenis pajak yang 
berkontribusi sebanyak 7 jenis pajak daerah dengan nilai total penerimaan pajak 
sebesar Rp. 115.223.338.974. Setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009 
menjadi 11 jenis tetapi bertahap dari 10 jenis selama 2 tahun dan menjadi 11 
jenis ditahun ke tiga dengan total penerimaan sebesar Rp. 518.711.582.645 
setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009.  
2.  Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Makassar dari tahun 2009 – 2013 secara prosentase masing-masing jenis 
pajak sebelum penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 mencapai 67,50% dari total 
PAD dan menurun pada tahun 2010 menjadi 63,55% dari total PAD, setelah 
penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 total prosentase penerimaan pajak daerah 
terus menunjukkan peningkatan menjadi 76,93 % dan di tahun 2012 meningkat 
80,10% dibandingkan tahun lalu terhadap PAD walaupun jenis pajak yang 
dipungut masi hanya 10 jenis saja, pada tahun 2013 ketika telah 11 jenis pajak 
yang dipungut oleh DISPENDA total penerimaan pajak daerah terhadap 
prosentase PAD menjadi 83,52%. Dengan demikian ada 16,48% kontribusi PAD 
berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain 










  Berdasarkan pembahasan dan kesimoulan diatas maka disarankan.  
1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar walaupun telah mencapai jumlah 
penerimaan pajak daerah di atas 100% tetapi masih perlu melakukan upaya 
untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah karena bisa jadi 
rendahnya taksiran atau target anggaran penerimaan pajak.  
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu menyusun Standar Operation 
Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis pajak, agar lebih memudahkan 
pelaksanaan pemungutan pajak, khususnya pajak daerah 
3.  Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu melakukan updating data wajib 
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